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Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema mengenai Faktor – Faktor Penyebab Anak 
Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Narkotika merupakan 
obat-obatan terlarang dan telah diatur dalam Undang-Undang, namun saat ini pelaku 
penyalahgunaan barang terlarang tersebut tidak hanya ke orang dewasa melainkan anak 
juga turut menjadi pelaku penyalahgunaan barang terlarang tersebut. Anak adalah generasi 
penerus bangsa yang harus dilindungi sesuai dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 28B ayat 
(2) UUD 1945 Dari permasalahan tersebut, Penulis melakukan studi di Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak Kelas I Blitar untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab anak melakukan 
pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
 
Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (1) Apa faktor yang 
menyebabkan anak mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. (2) Apa kendala 
Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam melakukan pembinaan 
terhadap anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
 
Metode penelitian skripsi ini ialah yuridis empiris, yaitu menganalisis dan mengkaji bekerjanya 
hukum secara nyata dimasyarakat dengan mengumpulkan data melalui observasi lapangan 
dan wawancara kepada Petugas LPKA dan Anak Didik Pemasyarakatan Residivis Narkotika 
yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dan ditunjang dengan 
beberapa data primer dan data sekunder. 
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Faktor 
yang mempengaruhi anak melakukan pengulangan tidak pidana penyalahgunaan narkotika 
adalah  Faktor Internal (Faktor Usia, Faktor Pandangan yang Salah, Faktor Kurangnya 
Religius dalam Diri Anak, Faktor Pemahaman Terhadap Hukum); Faktor Eksternal (Faktor 
Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan), faktor lain yaitu anak tersebut termasuk 
pengguna barang haram narkotika dan telah mengetahui seluk beluk barang haram 
narkotika. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam melakukan 
pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika telah memenuhi prosedural yang ada. Namun, kedala yang dihadapi adalah anak 
cenderung tertutup, emosi tidak stabil, self defense, tidak jujur. Terdapat upaya yang 
dilakukan adalah melakukan tindakan persuasif seperti membangun kepercayaan diri anak 
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FACTORS CAUSING CHILDREN REPEATING THE CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS ABUSE 
(CASE STUDY IN BLITAR CLASS I LPKA) Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. and Solehuddin, 
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In this thesis, the author raises the theme of the Factors that Cause Children to Repeat the 
Crime of Narcotics Abuse. Narcotics are illegal drugs and have been regulated by law, but 
currently the perpetrators of the abuse of these prohibited items are not only adults but 
children are also perpetrators of the abuse of these prohibited items. Children are the next 
generation of the nation that must be protected in accordance with the constitutional 
mandate, namely Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution. From these problems, 
the author conducted a study at the Class I Blitar Children's Special Development Institute to 
find out what factors caused children to repeat the crime of narcotics abuse. . 
 
Based on this, the formulation of the problem in this thesis are: (1) What are the factors that 
cause children to repeat the crime of drug abuse? (2) What are the obstacles for Blitar Class 
I Child Special Guidance Institution Officers in providing guidance to recidivist correctional 
students for narcotics abuse crimes? 
 
The research method of this thesis is empirical juridical, namely analyzing and reviewing the 
actual workings of the law in the community by collecting data through field observations 
and interviews with LPKA Officers and Narcotics Residivists Correctional Students taken using 
purposive sampling technique and supported by some primary data and secondary data. . 
 
From the results of research conducted by the author, it can be concluded that the factors 
that influence children to repeat the crime of narcotics abuse are Internal Factors (Age Factor, 
Wrong View Factor, Lack of Religious Factors in Children, Understanding of Law Factors); 
External Factors (Family Factors, Economic Factors, Environmental Factors), other factors are 
that the child is a user of narcotics illicit goods and already knows the ins and outs of narcotics 
illicit goods. The officers of the Class I Blitar Child Special Guidance Institute in providing 
guidance to the recidivist correctional students for the crime of narcotics abuse have met the 
existing procedural. However, the obstacles faced are children tend to be closed, emotionally 
unstable, self-defense, dishonest. There are efforts made to take persuasive actions such as 














1.1 Latar Belakang 
“Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan 
sangat strategis sebagai successor suatu bangsa, anak lah yang turut berperan 
menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa 
mendatang.1 Dalam konteks jangka panjang Indonesia, anak adalah penerus cita-cita 
perjuangan bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa 
dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran 
strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus 
mendapatkan perlindungan dan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak 
merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang 
manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri 
tegar dalam meniti kehidupan.2 ” 
“Di zaman modern seperti saat ini kenakalan yang dilakukan oleh anak remaja 
disetiap tahunnya selalu bertambah karena buruknya pergaulan yang cenderung 
bebas, pengaruh lingkungan, serta usia anak cenderung masih labil dan belum bisa 
mengontrol emosinya. Seorang anak yang sedang berada dalam usia labil tersebut 
dapat disebut anak remaja atau sedang dalam perkembangan kearah dewasa, sangat 
mempengaruhi perkembangan perilaku anak karena mereka belum bisa berpikir 
panjang tentang dampak yang akan terjadi apabila melakukan perbuatan negatif. 
Perbuatan anak yang lepas kendali seperti melakukan tindak pidana, terkadang 
dilakukan tanpa menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri. 
Selain merugikan dirinya sendiri, perbuatan yang lepas kendali seperti melakukan 
tindak pidana juga dapat merugikan orang lain, akan tetapi terkadang mereka berpikir 
akan merasa puas jika melakukan hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan 
norma.” 
                                                             
1 Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 5.   
2 Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 
Bandung: Refika Aditama, hlm. 1. 
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“Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia, 
pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, berkaitan dengan masalah 
kejahatan tidak berdiri sendiri yaitu masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan 
budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu 
sama lain. Karenanya kejahatan merupakan hasil interaksi yang disebabkan adanya 
interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai 
fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan 
fungsional satu sama lain.3 Terdapat salah satu kejahatan yang patut untuk 
diperhatikan yaitu penyalahgunaan narkotika, perbuatan ini bertentangan dengan 
peraturan perundangan - undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi 
semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. 
Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya 
merugikan kader-kader penerus bangsa.” 
“Menurut data di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, pada 
tahun 2018 sampai 2019 disetiap bulannya jumlah anak didik pemasyarakatan rata-
rata meningkat dan masih di angka ratusan. Namun pada Bulan Februari Tahun 2020 
Indonesia terdampak virus covid-19, memasuki Bulan Maret Tahun 2020 Presiden Joko 
Widodo menetapkan wabah virus covid-19 di Indonesia sebagai Bencana Nasional, hal 
ini menimbulkan pengurangan jumlah anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) Kelas I Blitar berubah signifikan dari rata-rata angka ratusan menjadi rata-rata 
angka puluhan. Terdapat fenomena dimana kasus penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh anak masih mendominasi, pada bulan Desember 2020 jumlah anak 
didik pemasyarakatan kasus narkotika berjumlah 14 anak dan 2 diantaranya adalah 
residivis.4” 
“Bahwa dengan melihat data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
Kelas I Blitar terkait jumlah anak didik pemasyarakatan kasus narkotika, perlu 
perhatian lebih terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Serta 
sebagaimana amanat konstitusi Indonesia Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “setiap anak berhak atas 
kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi” yang dalam mewujudkannya amanat konstitusi terdapat 
                                                             
3 Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hal. 3 
4 Data diperoleh dari magang pra-survey skripsi di LPKA Kelas I Blitar, 2020. 
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lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan 
Negara. Kelima pilar ini memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara 
perlindungan anak. Maka dalam menanggapi hal demikian, penulis mengangkat judul 
guna menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) yaitu Faktor Penyebab Anak Melakukan 
Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di LPKA Kelas I 
Blitar) karena dengan mengetahui faktor penyebab anak melakukan pengulangan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat menemukan titik terang guna tindakan 
preventif maupun represif.” 
 
1.2 Orisinalitas Penelitian 
Tabel 1.1  
Orisinalitas Penelitian 
No Nama Peneliti 
dan asal 
Instansi 






Analisis Kriminologis Terhadap 
Residivis Kejahatan Penyalahgunaan 
Narkotika 
(Tahun 2018) 
1. Apakah faktor penyebab 
terjadinya residivis kejahatan 
penyalahgunan narkotika? 




2 Dwi Satria 
Chujjatul Anam 




Analisa Yuridis Sosiologis Faktor-
Faktor Penyebab Pengulangan 
Tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika Golongan I. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika (Studi di Lembaga 
Permasyarakatan Kelas I Lowokwaru 
Malang) 
( Tahun 2017 ) 
1. Apa faktor-faktor penyebab 
pengulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika, 
golongan I Pasal 112 UU Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika? 
3. Hety Ratna 
Novitasari 
Analisis Kriminologis Terhadap 
Pengulangan Tindak Pidana 






Penyalahgunaan Narkotika Oleh 
Anak 
(Tahun 2014) 
pengulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika oleh 
anak ? 
2. Bagaimanakah upaya 
penanggulangan terhadap 
pengulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika oleh 
anak ? 
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain diatas, yakni : 
1. Perbedaan dengan penelitian yang pertama adalah perbedaan mendasar 
mengenai fokus penelitian, dimana penelitian yang pertama lebih pada analisis 
kriminologis terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika terhadap 
pelaku dewasa, sedangkan pada penelitian ini lebih pada analisis faktor 
penyebab anak melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika. 
2. Perbedaan dengan penelitian yang kedua adalah perbedaan mendasar 
mengenai fokus penelitian, dimana penelitian yang kedua lebih pada analisis 
yuridis sosiologis terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika 
terhadap pelaku dewasa, sedangkan pada penelitian ini lebih pada analisis 
yuridis empiris terhadap residivis anak tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika. 
3. Perbedaan dengan penelitian yang ketiga adalah perbedaan mendasar 
mengenai fokus penelitian, dimana penelitian yang ketiga lebih pada lokasi 
penelitian yang berada di Lampung serta teknik pengolahan data yang menitik 
beratkan pada petugas saja sedangkan pada penelitian ini lebih pada lokasi 
penelitian yang berada di Jawa Timur serta teknik pengolahan data yang tidak 
hanya menitik beratkan pada petugas saja, melainkan anak didik 
pemasyarakatan menjadi sampel utama. 
1.3 Rumusan Masalah 
1. Apa faktor yang menyebabkan anak mengulangi tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika? 
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2. Apa kendala Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam 
melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan residivis tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika? 
1.4 Tujuan Penelitian 
1. Agar mengetahui apa faktor yang menyebabkan anak mengulangi tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. 
2. Agar mengetahui apa kendala Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 
I Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan 
residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
1.5 Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 
secara praktis sebagai berikut: 
A. Manfaat Teoritis 
“Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi 
perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum dan menambah kajian ilmu 
hukum pidana khususnya terkait faktor penyebab anak melakukan 
pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta mampu 
memberikan masukan bagi penelitian-penelitian tidak hanya pada teori tetapi 
juga dalam prakteknya.” 
B. Manfaat Praktis 
1. Bagi Penegak Hukum 
“Agar pihak terkait dalam penegakan hukum terhadap anak yang 
melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
mengetahui bahwa penegakan hukum tidak hanya dilihat dari segi normatif 
tetapi perlu dilihat dari segi empiris agar tercapainya sistem hukum yang 
baik.” 
2. Bagi Akademisi 
“Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 
civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut 
mengenai faktor penyebab anak melakukan pengulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika.” 
3. Bagi Masyarakat 
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“Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 
masyarakat untuk semakin memahami tentang faktor penyebab anak 
melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.” 
4. Bagi Penulis 
“Sebagai wacana memperdalam pengetahuan pada bidang ilmu hukum 
pidana, khususnya terkait faktor penyebab anak melakukan pengulangan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan sebagai bahan praktikum 
secara langsung dan autentik terhadap realitas proses implementasi hukum 
yang terjadi di masyarakat.” 
1.6 Metode Peneitian  
A. Jenis Penelitian 
“Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. 
Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang 
menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat, dalam hal ini faktor 
penyebab anak melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. ” 
B. Pendekatan Penelitian 
“Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kriminologis. 
Pendekatan yuridis sosiologi  yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum 
sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang 
nyata.5 Pendekatan Kriminologis adalah kajian ilmiah dan penerapan praktis 
penemuan-penemuan di lapangan diantaranya sebab musabab kejahatan dan 
tingkah laku jahat serta etiologi, ciri-ciri khas reaksi sosial sebagai suatu simtom 
ciri masyarakat, dan pencegahan kejahatan.” 
C. Lokasi Penelitian 
“Dalam melaksanakan penelitian yuridis empiris ini, penulis memilih studi 
kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar karena Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak yang ada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur hanya ada 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis 
(UPT) yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Selain itu berkaitan 
dengan jumlah anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana penyalagunaan 
narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang selalu ada mulai 
tahun 2017 sampai saat ini Tahun 2021, maka penulis yakin dengan dipilihnya 
                                                             
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hal 51 
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Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sebagai studi kasus dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) akan menemukan titik terang dari 
permasalahan yang akan diangkat penulis.” 
D. Jenis data dan Sumber data 
“Sumber data dalam suatu penelitian merupakan hal terpenting dalam 
menunjang isi dari laporan penelitian karena jika ada kesalahan dalam memahami 
dan menggunakan menyebabkan sumber data penelitian tersebut tidak akan 
mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu peneliti harus mampu memahami 
dan menggunakan sumber data secara baik dan benar agar tercapainya tujuan 
penelitian. Dari sumber data tersebut akan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :” 
1) Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah data primer 
dan data sekunder.  
a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 
data yang langsung diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer 
dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara 
dengan para narasumber, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang 
berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini, khususnya di 
lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. 
b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, 
peraturan perundnag-undangan dan buku-buku sebagai data 
pelengkap sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh dari Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi 
Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan 
sumber lain yang relevan, adapun data sekunder yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 
e. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak.  
g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak 
i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan 
k. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan 
l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
2) Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini yaitu ada data 
primer dan data sekunder. 
a) Data Primer Data primer merupakan data yang digunakan peneliti 
yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa hasil 
wawancara dengan responden serta perbuatan yang diamati 
kemudian dicatat, dan atau melalui rekaman atau gambar. Data 
primer pada penelitian ini yakni bersumber pada hasil wawancara 
dengan pihak yang terkait yaitu Kepala Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Kelas I Blitar , selaku Kepala yang membawahi seluruh bidang di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, Kepala Seksi 
Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, selaku 
KASI(Kepala Seksi) yang membawahi urusan pembinaan, Kepala Sub 
Seksi Penilaian dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 
I Blitar. 
b) Data sekunder adalah data-data pelengkap atau pendukung dari 
penelitian ini. Data ini berupa contoh Peraturan terkait Pidana Anak. 
E. Teknik Pengambilan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Studi Lapangan 
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Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara 
melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas 
tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis. Wawancara ditujukan 
kepada anak didik pemasyarakatan dan petugas Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak Kelas I Blitar. Wawancara adalah suatu metode dalam 
pengambilan data guna memperoleh data yang akurat dengan jalan 
mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang telah 
ditentukan sebelumnya. Dengan melakukan wawancara tersebut maka 
akan mempermudah penulis dalam melakukan analisis data yang 
dihasilkan dari wawancara tersebut. 
2. Studi Kepustakaan 
Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan dengan cara 
membaca, mencatat, atau mengutip dari perundang-undangan yang 
berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan putusan tersebut. 
F. Populasi dan Sampling 
“Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan 
diduga.6 Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Petugas Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, Anak didik pemasyarakatan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.” 
“Responden merupakan penjawab pertanyaan dari wawancara yang 
diajukan untuk kepentingan penelitian.  Penentuan responden yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan penentuan secara bertujuan. Dalam hal ini 
responden yang terpilih yaitu, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 
Blitar, Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Sub Seksi Klasifikasi, dan Anak didik 
pemasyarakatan residivis narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 
Blitar.” 
“Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti.7 
Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil yaitu Anak didik pemasyarakatan 
residivis narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, Kepala Seksi 
Pembinaan, Kepala Sub Seksi Klasifikasi. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling dengan mengambil sampel dari anak didik 
                                                             
6 Masri Singarimbun, Metode Survei, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm 152. 
7 Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan paraktik. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 46. 
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pemasyarakatan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diambil 
kesimpulan.” 
G. Teknik Analisis Data atau Teknik Analisis 
“Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya 
diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 
yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan hukum yang ada, sehingga 
didapatkan gagasan ide untuk menuliskan faktor penyebab anak melakukan 
pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
Metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk 
mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang 
berlaku baik dalam masyarakat sehari-hari maupun situasi tertentu.8 Tujuan 
penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang 
diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Analisis data kualitatif ini dilakukan 
dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil 
wawancara kepada anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana 




                                                             




2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak 
1. Pengertian Anak 
“Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan 
wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan 
lazimnya disebut sebagai suami istri.9” 
“Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di 
Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person 
under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid 
atau inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali 
(minderjarige onvervoodij).10” 
“Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam 
jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.11 
Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguhsungguh. Akan tetapi, 
sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru 
sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk 
bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran 
terhadap hak-haknya.12” 
“Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan 
bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan 
hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban 
kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi 
pengemban risalah peradaban bangsa ini.13 Anak harus dididik secara baik karena anak 
merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. 
Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan 
dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, 
penelantaran, dll.14” 
                                                             
9 Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, Hal. 36 
10 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 
Hal. 5 
11 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113 
12 Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28 
13 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11. 
14 Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46. 
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“Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup 
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 
anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.15” 
“Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut 
peraturan perundang- undangan, namun di antara beberapa pengertian tidak ada 
kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi dari maksud 
dan tujuan masing-masing undang-undang. Pengertian anak menurut peraturan 
perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :” 
a) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata 
Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan 
orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan 
tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 
21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum 
umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum 
genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa 
bukan anak-anak. 
c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 
(enam belas) tahun. 
d) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). 
e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak 
                                                             
15 M. Taufik Makarao, et.al., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka 
Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62. 
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Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. 
f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
demi kepentingannya. 
“Dengan demikian maka pengertian anak (juvenile) pada umumnya adalah 
seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah 
kawin. Pada beberapa peratuaran perundang–undangan di Indonesia mengenai 
batasan umur berbeda-beda, perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah 
pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis 
yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.16” 
2. Anak Didik Pemasyarakatan 
“Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang 
disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak 
berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan 
ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak yang saat 
ini bernama Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan 
adalah:” 
a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana 
di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan 
belas) tahun. 
b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada 
Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling 
lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
c) Anak Sipil yaitu anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh 
penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling 
lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
                                                             
16 Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Hlm. 42. 
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“Di dalam Pasal 18 sampai 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, sudah diatur pula mengenai penempatan anak didik 
pemasyarakatan, pendaftarannya penggolongan penempatan pelaksanaan pembinaan 
serta syarat pemindahan anak didik pemasyarakatan.” 
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
1. Tindak Pidana 
“Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk 
dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi 
siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok 
dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.17” 
“Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang 
mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis 
dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara 
criminal act dan criminal responsibility sedangkan, pandangan dualistis cenderung 
memisahkan secara tegas antara criminal act dan criminal responsibility. Criminal act 
adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: 
perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan 
hukum. Criminal responsibility adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat 
atas perbuatannya, unsurnya terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan 
kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Berikut ini pandangan para ahli hukum 
mengenai tindak pidana yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka 
masing-masing. Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya 
adalah J.E. Jonkers, menurut Beliau, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan 
hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan 
yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.18 Wirjono 
Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” 
mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana”.19 Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh 
dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum 
sehinggga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang 
                                                             
17 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, Hal 179. 
18 J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 75. 
19 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50. 
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karena itu dapat dipersalahkan”.20 Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis 
diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut”.21 Roeslan Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai 
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang”.22” 
2. Narkotika 
“Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang 
berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu 
narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.23” 
“Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani 
“narke” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam encyclopedia 
Americana dapat dijumpai pengertian “narcotic” sebagai “a drug that dulls the senses, 
relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees” Sedang 
“drug” diartikan sebagai “a chemical agent that is used therapeutically to treat 
disease”. More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living 
protoplasm”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, 
menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.24 Lydia yang menyatakan bahwa narkoba 
atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, 
diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak 
(susunan saraf pusat), dan sering menyeybabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja 
otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain 
(jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).25” 
“Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang 
dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
                                                             
20 H.J. Schravendijk dalam Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 75. 
21 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hlm. 38. 
22 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum 
Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98. 
23 Hari Sasangka, (2003).Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta 
Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35. 
24 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 36. 
25 Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis 
Sekolah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5. 
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penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan 
ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.” 
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
“Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 
dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan 
khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika 
bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi 
tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang 
tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan 
dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-
kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang 
ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi 
jiwa manusia.26” 
Jenis-jenis Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :27 
a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam 
bentuk tanaman , Pasal 111;  
b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 
tanaman, Pasal 112; 
c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;  
d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114; 
e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 
mengakut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115; 
                                                             
26 Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta, hlm. 37. 
27 Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm. 90. 
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f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 
Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk 
digunakan orang lain, Pasal 116; 
g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117; 
h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118; 
i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119; 
j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120; 
k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 
Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk 
digunakan orang lain, Pasal 121; 
l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, 
Pasal 122; 
m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123; 
n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124; 
o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125; 
p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 
Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk 
digunakan orang lain, Pasal 126; 
q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 
127;  
r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128; 
s. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk 
perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, 
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menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan 
Narkotika, Pasal 129; 
t. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika, Pasal 130; 
u. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 131; 
v. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan 
kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan 
ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau 
membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika; Untuk menggunakan Narkotika, Pasal 133; 
w. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak 
melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak 
melaporkan Pecandu Narkotika tersebut, Pasal 134. 
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Kriminologi  
“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas masalah kejahatan dan 
merupakan salah satu ilmu pembantu hukum pidana. Istilah kriminologi untuk pertama 
kali tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Perancis, sementara istilah 
yang banyak dipakai sebelumnya adalah antropologi kriminal.28 Suatu pendapat klasik 
menyatakan bahwa “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkuensi 
dan kejahatan, sebagai suatu gejala sosial”. Jadi ruang lingkupnya adalah proses 
terjadinya hukum (pidana)/menganalisa kondisi-kondisi di mana hukum pidana berlaku, 
penyimpangan terhadap hukum atas pelanggarannya, sebab-sebab terjadinya kejahatan, 
dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, upaya penanggulangan terhadap 
kejahatan, serta faktor seseorang melakukan pengulangan tindak pidana.29  
Teori-teori faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana serta faktor seseorang 
melakukan pengulangan tindak pidana, antara lain : 
1. Metode Pendekatan Mempelajari Kausa Kejahatan 
                                                             
28 I.S. Susanto. 2011. Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 1. 
29 Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, 1981, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, hlm. 24. 
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“Ruth Shonle Cavan mengadakan pembagian pendekatan kriminologi 
untuk memperoleh pengertian sebab musabab terjadinya kejahatan, yaitu:30” 
a. Pendekatan Sosiologis  
“Pendekatan sosiologis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 
pendekatan sosiologis dan pendekatan sosiologis modern. Quetelet dan 
Guerry adalah tokoh pendekatan sosiologis dalam mempelajari sebab 
musabab kejahatan. Kegiatannya dimulai di Perancis tahun 1930 yang 
dilakukan sejalan dengan penelitian-penelitian di Jerman, Belgia dan 
Inggris. Analisis penelitiannya didasarkan pada statistik sebagai data 
utama dengan menghubungkan wilayah-wilayah terjadinya kejahatan 
yang dikaitkan dengan unsur-unsur sosial lainnya. Adapun unsur-unsur 
sosial yang dimaksud adalah keadaan perekonomian dan industri, 
perundang-undangan dengan faktor sex dan usia. Dalam mempelajari 
juvenile delinquency berfokus pada kegagalan rumah tangga dan 
masyarakat dengan menganjurkan perbaikan lembaga-lembaga 
penampungan anak nakal serta perbaikan di bidang pertanian. Gabriel 
Tarde menegaskan masalah kejahatan sebagai penomena masyarakat. 
Tarde menjelaskan bahwa meniru adalah unsur pokok perilaku 
manusia, demikian pula perilaku penjahat juga akibat dari menirukan 
dari individu lain. Perilaku meniru telah menjalar dari kota ke desa, 
maka dari itu kejahatan yang semula merupakan penyakit di kota telah 
ditiru oleh orang-orang di pedesaan. Masyarakat kelas bawah juga 
meniru kelas bangsawan, maka dari itu kejahatan yang semula 
merupakan penyakit kaum aristokrat kemudian menjangkit ke seluruh 
masyarakat.” 
b. Pendekatan Biologis dan Phisik 
“Menjelang akhir abad XIX para dokter dan sarjana biologi 
berusaha mengadakan penelitian tentang perilaku masyarakat. Ajaran-
ajaran Darwin, Von Baer dan Haeckel diterapkan ke dalam teori-teori 
yang mempersoalkan perilaku individu maupun kelompok. Lombroso 
dengan pengikutnya Enrico Ferry menghubungkan unsur-unsur biologis 
dengan perilaku yang menjurus pada kejahatan. Ajaran Lombroso 
disebut juga aliran positivisme, aliran Italia dan aliran antropologis.” 
                                                             
30 Gerson W. Bawengan. Op., cit., hlm. 20. 
 32 
“Baron Raffaele Garofalo tahun 1880 menerima ajaran Lombroso 
tidak menekankan pada unsur physical anomalist namun mengarahkan 
perhatiannya pada kelainan-kelainan mental. Kelainan mental sebagai 
keturunan dan penyimpangan dari perilaku normal bukanlah bentuk 
atavistis namun lebih menonjolkan pada kemerosotan akhlak. Pengaruh 
lingkungan terhadap perilaku penjahat sangatlah minim dan masalah 
pendidikan bagi kalangan penjahat sangatlah diragukan. Goring 
seorang dokter dan A. E. Hooten seorang antropolog tampil dengan 
mengadakan pendekatan biologis yang lebih modern sebagai 
tantangan dan kritik ajaran Lombroso. Hooten mengadakan penelitian 
yang meliputi pengukuran bentuk-bentuk kepala, hidung, dahi, dagu, 
bentuk wajah, jenis dan warna rambut serta bentuk tubuh terhadap 
14.477 orang nara pidana dan penderita sakit jiwa, 1.970 orang waras 
dan 1.227 orang tidak waras yang tidak terlibat kejahatan. Hooten 
berkesimpulan bahwa tidak dijumpainya gejala-gejala phisik tertentu 
namun para penjahat itu secara biologis memiliki kekurangan secara 
menonjol. Perbedaan-perbedaan phisik adalah pembawaan sejak lahir. 
Contoh yang disampaikan Hooten senada dengan Lombroso bahwa 
golongan penjahat itu memiliki jenis rambut tertentu, wajah yang lebar, 
hidung, dagu dan telinga dalam bentuk tertentu. Penjahat itu bersikap 
anti sosial akibat dari keturunan orang tuanya.” 
c. Pendekatan Psikhologis 
“Henry H. Goddard direktur lembaga Research Laboratory di 
New Yersy yang menampung remaja-remaja feeble minded (lemah 
pikiran) melakukan penelitian terhadap 327 famili yang anaknya 
ditampung pada lembaganya, dengan pendekatan psikhologis. Goddard 
menuangkan ajarannya dengan menyimpulkan bahwa unsur keturunan 
sebagai faktor yang menentukan kehidupan dan perilaku manusia. 
Goddard diangap sebagai tokoh pada alirannya dengan 
tulisantulisannya pada tahun 1910-1920 yang amat berperan dengan 
membagi penjahat menjadi 2 (dua) golongan. Pertama adalah mereka 
yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari beberapa gangguan 
jiwa, dan oleh karenanya tidak mampu dipertanggungjawabkan. Ke dua 
mereka yang melakukan kejahatan karena kesengajaan atau 
kelalaiannya sehingga dapat ditertanggungjawabkan. Penyebab utama 
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perilaku jahat adalah terletak pada kemampuan mental yang rendah, 
bahkan mencapai suatu limit yang disebut feeble minded. Setiap feeble 
minded adalah penjahat potensial. Terutama feeble minded yang 
mempunyai temperament impulsive hampir pasti terlibat kejahatan.” 
“Elmer Hubert Johnson dalam bukunya: Crime, Correction and 
Society yang mengemukakan lebih lanjut usaha penelitian yang 
dilakukan oleh Goddard. Goddard meneliti asal usul sampai dengan 
lingkungan perkawinan dan keturunan keluarga Kallikak (Martin 
Kallikak adalah prajurit waktu revolusi beristeri diduga feeble minded 
dan mendapatkan seorang anak laki, seterusnya keturunan Kaliikak 
sebanyak 480 orang). Goddard membuktikan bahwa 243 orang adalah 
feeble minded, 46 orang normal dan sisanya tidak diketahui dengan 
jelas. Dalam hubungan dengan perilaku, Goddard membuktikan bahwa 
36 orang adalah anak tidak sah, 33 orang terlibat tindakan-tindakan 
sex amoral, 24 orang pemabuk, 3 orang menderita epilepsi, 83 orang 
meninggal waktu bayi, 3 orang sebagai penjahat, 8 orang rumah 
tangganya tidak harmonis. Goddard juga meneliti keturunan Martin 
Kallikak dari isteri yang berasal dari keluarga normal serta dikawin 
secara sah, seterusnya keturunan Kallikak sebanyak 496 orang yang 
bersifat normal serta tidak ada yang memiliki sifat-sifat feeble minded.” 
d. Pendekatan Tipologic 
“Metode pendekatan yang mengungkap kejahatan dengan 
melihat dan mempelajari tipe-tipe yang ada pada diri penjahat.” 
e. Pendekatan Normatif  
“Metode pemdekatan yang kejahatan dengan melihat dari aspek 
rumusan norma yang membimbingnya dalam undang-undang.  Apabila 
dalam undang-undang hall tersebut dirumuskan sebagai kejahatan 
maka itu berarti orangnya melakukan kejahatan.” 
2. Tipe-tipe Kejahatan 
Menurut Ruth Shonle Cavan dalam bukunya Criminology terdapat 9 
(sembilan) golongan atau tipe penjahat, yaitu:31 
                                                             
31 Ruth Shonle Cavan, 1953, Crimonology, Thomas Y Crowell Company, New York, dalam Gerson W. Bawengan, 
hlm. 43. 
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a. The causal offender yaitu mereka yang melakukan kejahatan tanpa 
direncana terlebih dulu atau terjadi di luar dugaan. Misalnya melakukan 
kejahatan ringan sehingga sulit untuk digolongkan sebagai penjahat 
dalam arti sesungguhnya. Sebagai contoh adalah melakukan 
pelanggaran lalu lintas.  
b. The occasional criminal, occasional artinya kadang kala, yaitu mereka 
yang telah melakukan kejahatan ringan. Apabila ada reaksi negatif dari 
masyarakat maka akan malu dan menyesali tindakannya.  
c. The episodic criminal mereka yang melakukan kejahatan akibat 
dorongan emosi yang tidak mampu dikendalikan. Misalnya seorang 
suami langsung membunuh orang lain karena sedang berselingkuh 
dengan isterinya. Istilah episodic criminal dicetuskan oleh Ploscowe 
yang mengatakan bahwa pelaku sebenarnya bukan penjahat;  
d. The white-collar criminal, ialah mereka melakukan kejahatan berkaitan 
dengan jabatannya, misalnya korupsi, memanipulasi kewajiban 
membayar pajak, penyelundupan, mafia penegak hukum dengan 
pelanggar hukum dan sebagainya.  
e. The habitual criminal ialah mereka yang melakukan kejahatan ringan 
sebagai escape from reality (pelarian kenyataan) hidup dan sekedar 
memenuhi kebutuhannya misalnya pemabuk, narkotika.  
f. The professional criminal, mereka mempelajari teknik khusus agar 
memperoleh ketrampilan khusus untuk melakukan kejahatan. Mereka 
berusaha memperoleh patner khusus seprofesi dalam melakukan 
aksinya. Juga mempelajari tentang cara menghindar dari jerat hukum 
dan melakukan kejahatan adalah petualangannya. Tidak menyesali atas 
tindakannya. Kejahatannya direncanakan dengan matang tentang 
memilih sasaran, cara pelariannya, cara menyimpan hasilnya, 
bagaimana menentukan kepastian waktu operasinya serta dimana 
menentukan pilihan kota yang dijadikan markasnya. Memiliki simpati 
kepada sesama profesi, saling membantu. Bahkan bersemboyan bahwa 
mereka merampok korbannya adalah milik perampok (pelaku) yang 
lebih besar dan lebih dulu daripada mereka. Contoh kejahatan 
frofesional adalah pembobol pulsa, pembobol ATM, pembobol bank, 
money laundering crime, electronic funds transfer crime, kejahatan 
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jaringan narkoba dan sebagainya. Professional crime adalah kelas 
teratas dalam dunia kejahatan.  
g. Organized crime atau syndicate adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
professional crime yang berhasil menyusun organisasinya secara 
sistematis yang berbentuk kerjasama antara beberapa orang atau 
beberapa kelompok untuk pelaksanaan dan kesuksesan operasinya. 
Dalam rencana kerja sudah mencanumkan juga biaya operasional yang 
harus dikeluarkan. Contohnya kejahatan narkoba yang jaringannya 
bersifat lintas negara.  
h. The mentally abnormal criminal ialah kejahatan yang dilakukan oleh 
orang abnormal, misalnya psikhopat dan juga penderita psikhotis.  
i. The nonmalicious criminal, nonmalicious berasal dari kata non yang 
berarti tidak, dan kata malicious yang berarti jahil/jahat. Jadi artinya 
penjahat yang tidak jahat. Contohnya adalah kaum nudist yang 
bercampur baur tanpa pakaian. 
3. Kausa Kejahatan 
“Kausa kejahatan (etiologi kriminal) merupakan salah satu bidang yang 
menjadi obyek kriminologi.  Tersedia banyak teori yang membahas tentang 
kausa kejahatan (etyologi kriminal). Teori-teori tersebut dapat dikelompokkan 
ke dalam tiga macam kelompok aliran, yaitu :” 
A. Aliran Klasik 
“Kelompok teori yang termasuk dalam kelompok Aliran Klasik di 
dalam membahas kausa kejahatan belum berdasarkan penelitian 
ilmiah, hanya didasarkan pada pandangan filosof semata.  Teori ini 
bermunculan pada masa Abad Pertengahan (Midle Age), pada jaman 
kerajaan kerajaan, serta pada masa para pemilik-pemilik tanah (tuan 
tanah) berkuasa.  Macam-macam teori yang termasuk dalam kelompok 
aliran klasik, yaitu :” 
a) Teori Roh Jahat 
“Menurut teori ini seseorang yang melakukan kejahatan 
karena kehendaknya sendiri, melainkan karena pengaruh roh 
jahat/diganggu roh jahat/kerasukan roh jahat.  Karena 
penyebab ia melakukan kejahatan adalah akibat pengaruh roh 
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jahat, maka upaya penanggulangannya juga harus secara 
mistis/ghaib, misalnya dengan menyelenggarakan upacara-
upacara pengusiran roh jahat atau menyelenggarakan 
selamatan-selamatan tertentu, bukan dengan cara menghukum 
atau memidana si pelaku.” 
“Sampai saat ini teori roh jahat masih dipercaya, 
terutama pada kejahatan episodic (episodic crime), dimana 
dalam melakukan kejahatannya ia sangat emosional sehingga 
seolah-olah nampak seperti orang yang kesetanan atau 
kerasukan roh jahat.” 
b) Teori Determinisme dan Indeterminisme 
“Teori Determinisme atau teori kehendak bebas, pada 
prinsipnya manusia mempunyai kebebasan didalam 
menentukan kehendaknya,kebebasan itu adalah kebebasan 
secara total / mutlak (free will). Sebagai contohnya adalah 
manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan 
studi,menentukan jodoh serta kebebasan dalam menentukan 
pekerjaannya. Pada waktu menentukan kehendaknya itu 
tentunya ia sudah memperhitungkan segala resiko dan 
konsekwensi dari putusannya itu. Begitu pula dalam hal ia 
memutuskan untuk menentukan kehendaknya menjadi seorang 
penjahat. Putusan ini sudah menjadi kehendaknya. Jadi ia harus 
pula siap dengan segala konsekwensinya karena sebelumnya ia 
sudah memperhitungkan resiko-resikonya, termasuk pula resiko 
untuk dijatuhi pidana.” 
“Teori Indeterminisme menyatakan tidaklah benar jika 
orang mempunyai kebebasan didalam menentukan 
kehendaknya. Di dalam menentukan kehendaknya, ia seringkali 
dipengaruhi oleh orang lain (orang tua, teman, pacar, kondisi 
ekonomi, lingkungan alam, dan sebagainya). Demikian pula 
ketika ia memutuskan kehendaknya untuk menjadi seorang 
penjahat, seringkali keputusan itu terjadi bukan karena 
kehendaknya melainkan karena dipengaruhi oleh kehendak 
orang lain.” 
c) Teori Hedonistik 
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“Teori Hedonistik berkembang pada Abad Pertengahan 
middle age) di Eropa. Pada waktu itu lapisan masyarakat terbagi 
dalam beberapa lapisan, yakni:” 
a. Golongan tuan tanah; 
b. Kaum bangsawan; 
c. Rakyat jelata; 
d. Para budak. 
“Pada masa itu pencurian banyak dilakukan oleh kaum 
budak. Mereka melakukannya karena rasa ingin memiliki benda-
benda yang dimiliki oleh majikannya (benda-benda tersebut 
misanya uang,perhiasan dan lain-lain). Jadi menurut teori ini 
orang melakukan kejahatan adalah karena didasari oleh faktor 
kebendaan.” 
B. Aliran Positivis 
“Kelompok teori yang termasuk dalam kelompok Aliran Positivis 
di dalam membahas kausa kejahatan sudah didasarkan pada 
penelitian-penelitian ilmiah. Teori - teori tersebut tergabung dalam 
beberapa macam mashab, yaitu :” 
a) Mashab Antropologi 
“Tokoh Mashab Antropologi adalah seseorang 
berkebangsaan Italia yang bernama Cecare Lombroso. Ia ingin 
mengetahui faktor penyebab mengapa seseorang melakukan 
kejahatan. Untuk itu ia melakukan penelitian dengan cara 
menggali 3000 tengkorak penjahat yang dikubur di sebuah 
penjara bawah tanah di Kota Turin, Italia. Dari hasil 
penelitiannya itu ia mendapatkan bahwa ternyata ada 
kesamaan ciri - ciri fisik di antara tengkorak yang satu dengan 
yang lain. Kesamaan-kesamaan itu antara lain adalah pipi 
cekung, dagu lebar, dahi menonjol, hidung pesek , mata 
dalam. Dari kenyataan ini pada akhirnya Lombroso 
menyimpulkan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena 
ia memenuhi ciri-ciri fisik sebagai seorang penjahat. Jadi faktor 
yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah 
disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri orang itu. 
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Sebagai hasil penelitiannya itu Lombroso mengemukakan 
empat kesimpulan, yakni :” 
a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat; 
b. Bakat jahat itu diwariskan melalui leluhurnya; 
c. Hipotesa Atavisme : Bakat jahat tidak perlu diwariskan 
secara langsung dari leluhurnya/tidak mesti datang dari 
garis keturunan langsung, akan tetapi bisa juga secara 
tidak langsung atau diturunkan secara mendadak dari 
nenek moyangnya yang terjauh; 
d. The Born Criminal : Bakat jahat itu tidak dapat diubah 
oleh apapun. Sekali terlahir jahat, maka sampai 
matipun ia akan tetap menjadi penjahat .  
“Mashab ini disebut Mashab Antropologi karena yang 
diteliti adalah aspek antropologi manusia (antropologi fisik). 
Disamping itu mashab ini disebut juga Mashab Biologi karena 
yang diteliti adalah aspek biologis manusia. Selain itu, mashab 
ini disebut juga Mashab Italia karena tokohnya berasal dari 
Italia, yakni Cecare Lombroso.” 
b) Mashab Lingkungan 
“Tokoh Mashab Lingkungan adalah seseorang dokter 
berkebangsaan Perancis yang bernama A. Lacasagne. Ia 
menentang ajaran Cecare Lombroso yang mengatakan bahwa 
seseorang melakukan kejahatan karena disebabkan oleh faktor 
yang berasal dari dalam diri orang itu. Menurut hipotesan 
Lacasagne, bahwa seseorang melakukan kejahatan karena 
disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar diri orang itu, 
yakni lingkungan.” 
“Mashab Lingkungan mengalami perkembangan yang 
pesat, muncul teori-teori baru yang apabila diklasifikasikan 
maka teori-teori itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok 
teori, yakni kelompok teori yang berorientasi pada kelas sosial 
dan kelompok teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. 
Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial meliputi Teori 
Anomie, Teori Sub Budaya Delinquent, Teori Kelompok, serta 
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Teori Kontrol Sosial. Sedangkan teori-teori yang tidak 
berorientasi pada kelas sosial meliputi Teori Ekologis, Teori 
Konflik Kebudayaan, Teori-Teori Faktor Ekonomi serta Teori 
Asosiasi Differensial.” 
a. Teori Anomie 
Kata "anomie" dapat diartikan "tanpa norma”. Menurut 
Teori Anomie, faktor-faktor yang menyebabkan 
timbulnya kejahatan adalah dikarenakan ketidakpatuhan 
masyarakat pada norma. Norma ada, tetapi tidak 
dipatuhi oleh masyarakat, sehingga norma-norma itu 
menjadi tidak berfungsi. Untuk mencapai tujuannya, 
masyarakat melakukannya dengan cara-cara yang tidak 
mematuhi norma. Tokoh dari teori ini adalah Emile 
Durkheim. 
b. Teori Sub Budaya Delinquent  
Didalam suatu masyarakat pasti timbul kebudayaan 
(culture), masyarakat yang berbudaya ada kalanya 
muncul kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang 
membentuk komunitas tertentu dimana komunitas 
tersebut menarik diri dari lingkungan pergaulan 
masyarakat pada umumnya dan hanya menjalani 
pergaulan dengan anggota komunitasnya. Disamping 
menarik diri dari lingkungan pergaulan masyarakat, 
seringkali komunitas-komunitas semacam ini juga ingin 
menunjukkan eksistensinya. Kemunculan kelompok-
kelompok masyarakat tertentu semacam ini dinamakan 
sub budaya (sub culture). Ada kalanya, didalam 
lingkungan masyarakat terbentuk pula komunitas 
komunitas tertentu, akan tetapi didalam melakukan 
aktivitasnya komunitas tersebut melakukan aktivitas 
yang tergolong sebagai kejahatan. Kemunculan 
kelompok-kelompok masyarakat tertentu semacam ini 
dinamakan sub budaya delinkuen (sub culture 
delinquent). Pada umumnya sub budaya delinkuen 
mempunyai ciri - ciri tertentu , antara lain : Menarik diri 
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dari masyarakat; Ingin unjuk diri (ingin eksis); Melakukan 
kejahatan. 
c. Teori Kelompok  
Dimana seseorang menjadi bagiannya dapat menjadi 
faktor penyebab kejahatan. Sebagai contohnya, anak-
anak yang dibesarkan dalam lingkungan suatu keluarga 
yang broken home, biasanya cenderung menjadi frustasi 
dan tidak jarang melakukan kejahatan. Demikian pula 
halnya dengan anak-anak yang lingkungan pergaulannya 
jelek, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk 
melakukan kejahatan karena terpengaruh pergaulannya 
itu . Di samping itu, orang yang sedang tergabung dalam 
kelompok-kelompok yang terbentuk sesaat, seperti 
misalnya kelompok massa supporter sepak bola, 
kelompok massa kampanye, kelompok massa penonton 
konser musik, atau pun kelompok massa yang 
melakukan unjuk rasa, dapat pula berperilaku jahat atau 
melakukan kejahatan apabila massa yang berada 
didalam kelompok tersebut berbuat jahat, seperti 
misalnya aksi amuk massa, perusakan massa, 
penjarahan dan sebagainya. Sebenarnya banyak di 
antara mereka yang pada dasarnya adalah orang baik, 
namun karena pada saat itu mereka sedang berada 
dalam kelompok semacam ini dan merasa banyak 
kawannya, maka mereka menjadi terpengaruh dan 
menjadi berani untuk berbuat jahat. 
d. Teori Ekologis  
Teori Ekologis berusaha mencoba mencari sebab-sebab 
kejahatan dari aspek tertentu, yakni lingkungan sosial 
manusia. Menurut teori ini, ada empat faktor 
penyebab/pendorong terjadinya kejahatan, yakni : 
Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah; Mobilitas 
penduduk; Urbanisasi; Adanya rumah - rumah kumuh. 
e. Teori Konflik Kebudayaan  
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Teori Konflik Kebudayaan diperkenalkan oleh Torsten 
Sellin pada tahun 1938 dalam bukunya yang berjudul 
Culture Conflict and Crime. Konflik yang dimaksudkan di 
sini adalah konflik dalam nilai-nilai sosial, konflik 
kepentingan serta konflik antar norma yang ada dalam 
masyarakat. Ada tiga bentuk konflik yang mungkin dapat 
terjadi, yakni : Bertentangannya antara dua kebudayaan 
besar; Budaya besar menguasai budaya kecil atau 
budaya besar mematikan budaya kecil; Anggota suatu 
budaya pindah ke kebudayaan yang lain. 
f. Teori Faktor Ekonomi  
Beberapa orang kriminolog, antara lain G. Van Meyer dan 
W.A. Bonger memperkenalkan teori-teori tentang faktor 
ekonomi sebagai penyebab seseorang melakukan 
kejahatan. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan 
tentang faktor-faktor apakah yang menyebabkan 
seseorang melakukan kejahatan, van Meyer melakukan 
penelitian terhadap dampak kenaikan harga gandum 
sebagai akibat dari gagal panen. Akibatnya ternyata 
dalam masyarakat sering terjadi kejahatan pencurian 
dan pengemisan. Dengan demikian, maka kejahatan itu 
terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi. W. A. Bonger 
juga sependapat. Menurut beliau, faktor ekonomi dapat 
meningkatkan kejahatan, terjadinya pengangguran, 
pencurian serta bunuh diri. 
g. Teori Asosiasi Differensial  
Teori Asosiasi Differential atau yang dalam Bahasa 
Inggris dikenal dengan sebutan Differential Association 
Theory dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini 
disebut juga Learning Theory yang artinya Teori 
"Pembelajaran Kejahatan”. Menurut teori ini, kejahatan 
adalah perilaku yang dipelajari secara aktif . Inilah yang 
membedakannya dengan Imitation Theory dimana dalam 
Imitation Theory kejahatan dipelajari secara pasif. 
Perilaku mempelajari kejahatan dalam teori ini meliputi : 
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Tingkah laku kejahatan; Modus dilakukannya kejahatan; 
Untung rugi dilakukannya kejahatan; Cara meloloskan 
diri dari jeratan hukum. 
h. Teori Kontrol Sosial  
Didalam mempelajari Kausa Kejahatan, Teori Kontrol 
Sosial melihat aspek pergaulan individu-individu di 
tengah-tengah masyarakat. Dari pergaulan yang 
dilakukan oleh individu-individu di tengah masyarakat itu 
pada masing masing individu dapat terjadi beberapa hal, 
di antaranya :  
i. Attachment : “Ada kalanya di lingkungan 
masyarakatnya, individu tertentu memperoleh 
kepercayaan untuk mengemban suatu jabatan, 
atau suatu tugas/pekerjaan tertentu. Hal ini 
menimbulkan ikatan tertentu (attachment) pada 
diri individu tersebut dengan masyarakatnya. 
Semakin individu itu terikat dengan 
masyarakatnya, maka ia akan menjadi semakin 
tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, semakin 
individu itu tidak mempunyai ikatan dengan 
masyarakatnya (detachment), maka akan 
menjadikan semakin terbuka kecenderungan 
individu tersebut untuk melakukan kejahatan di 
masyarakatnya. Peluang terjadinya kejahatan di 
dalam suatu masyarakat, bersar pula dilakukan 
oleh individu yang berasal dari luar masyarakat 
itu. Hal ini dikarenakan individu diluar 
masyararakat itu tidak mempunyai ikatan dengan 
masyarakat tersebut.” 
ii. Komitment : “Individu yang mempunyai 
komitment yang baik dengan masyarakatnya, 
cenderung tidak melakukan kejahatan pada 
masyarakatnya itu.” 
iii. Believe : “Didalam suatu masyarakat di mana 
individu-individunya memegang tegut nilai-nilai 
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dan norma-norma yang ada, maka individu-
individu itu akan menjaga dirinya untuk tidak 
berbuat jahat di masyarakat.” 
c) Mashab Bio-Sosiologi 
“Mashab Bio Sosiologi merupakan hasil perpaduan dari 
Mashab Antropologi dan Mashab Sosiologi. Mashab ini 
dipelopori oleh Enrico Ferry. Beliau adalah murid Cecare 
Lombroso. Dalam bukunya yang berjudul Sociological Criminal, 
beliau mengatakan bahwa “kejahatan adalah perpaduan dari 
faktor individual dan faktor lingkungan”. Selain Enrico Ferry, 
pengikut dari Mashab Bio Sosiologi cukup banyak, diantaranya 
Exner, G. Aschaffenburg, serta David Abrahamsen. Exner 
mengatakan bahwa “Kejahatan dipengaruhi oleh faktor biologi 
dan factor sosiologi”.” 
“G. Aschaffenburg , mengemukakan sebuah rumus , 
yakni K = n + k yang artinya “ Kejahatan (K) merupakan hasil 
perpaduan dari niat (n) dan kesempatan (k)”. David 
Abrahamsen mengemukakan pendapatnya yang juga 
dituangkan dalam sebuah rumus , yakni : C = (T + S) / R yang 
artinya "Kejahatan/Crime (C) merupakan hasil dari 
Kecenderungan bakat jahat/Tendency (T) ditambah 
Situasi/Situation (S) dibagi Resistensi daya tahan/Resistence 
(R)".” 
d) Mashab Spiritualis dan Mashab Neo-Spiritualis  
“Kedua mashab ini dipelopori oleh kaum padri Agama 
Nasrani di Eropa pada abad lalu. Mereka ingin mengetahui 
faktor apakah yang menyebabkan seseorang melalukan 
kejahatan.” 
“Mashab Spiritualis, untuk mengetahui faktor penyebab 
seseorang melakukan kejahatan kaum padri Agama Nasrani di 
Eropa melakukan penelitian di dua wilayah yang berbeda, 
yakni Wilayah A dan Wilayah B. Di Wilayah A intensitas 
penduduknya untuk pergi beribadah ke gereja rendah, 
sedangkan di Wilayah B intensitas penduduknya untuk pergi 
beribadah ke gereja tinggi. Hasilnya, ternyata angka kejahatan 
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di Wilayah A lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka 
kejahatan di Wilayah B. Dari kenyataan ini pada akhirnya 
mereka berkesimpulan bahwa tinggi rendahnya intensitas 
penduduk dalam pergi beribadah ke gereja berpengaruh pada 
tinggi rendahnya angka kejahatan. Sehingga faktor penyebab 
seseorang melakukan kejahatan adalah dikarenakan 
rendahnya intensitas dalam beribadah. Pendapat ini 
selanjutnya disebut Mashab Spiritualis atau Mashab Spiritualis 
Klasik.” 
“Namun diantara kaum padri yang ada pada waktu itu 
banyak pula yang kurang yakin dengan hasil penelitian di atas. 
Maka mereka melakukan penelitian pula. Mereka melakukan 
penelitian serupa disebuah Wilayah C, dimana di wilayah 
tersebut intensitas penduduknya dalam beribadah ke gereja 
tinggi, akan tetapi angka kejahatannya juga tinggi. Pada 
akhirnya mereka berkesimpulan bahwa tinggi rendahnya 
angka kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas 
penduduk dalam beribadah akan tetapi juga dipengaruhi oleh 
kualitas dalam beribadah. Pendapat ini selanjutnya disebut 
Mashab Neo Spiritualis.”32 
C. Aliran Kritis 
“Teori - teori yang membahas tentang kausa kejahatan (criminal 
etyology) yang tergabung dalam kelompok Aliran Kritis ini sudah 
didasarkan pada penelitian-penelitian yang mengarah pada 
masyarakat, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa teori-teori 
yang membahas tentang kausa kejahatan yang tergabung dalam 
kelompok Aliran Kritis ini sudah mulai melihat pada proses-proses 
sosial. Proses proses sosial itu adalah proses interaksi dalam 
masyarakat, proses terbentuknya pelapisan dalam masyarakat, proses 
terbentuknya klasifikasi sosial serta proses terbentuknya stratifikasi 
sosial. Teori - teori yang membahas tentang kausa kejahatan (criminal 
etyology) yang tergabung dalam kelompok Aliran Kritis, yaitu :” 
                                                             
32 Ibid, hlm. 74. 
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a. Teori Klasik-Positifis  
Dalam hal ini, “kejahatan dipandang sebagai tingkah laku yang 
sifatnya unik dari seorang anggota masyarakat yang berbeda 
dari tingkah laku masyarakat pada umumnya. Menurut teori ini, 
oleh karena masyarakat itu adalah homogen, maka semuanya 
bisa diatasi dengan kesepakatan. Suatu perbuatan 
diklasifikasikan sebagai perbuatan jahat adalah hasil dari 
kesepakatan. Demikian pula halnya dengan patut/tidaknya 
suatu perbuatan dihukum, Ini juga merupakan hasil dari 
kesepakatan. Selanjutnya teori ini dikatakan positifis adalah 
karena hal ini tidak lepas dari teori yang dikemukakan oleh 
Cecare Lombroso. Apabila dalam teorinya Lombroso bertitik 
tekan pada bakat, maka teori ini bertitik tekan pada tingkah laku 
dalam masyarakat, kriteria keunikan dilihat dari tingkah laku 
pada umumnya dalam masyarakat.” 
b. Teori Pluralisme-Interaksionis  
Dalam masyarakat bisa “terbentuk pelapisan-pelapisan sosial 
yang meliputi klasifikasi sosial, stratifikasi sosial (upper class, 
middle class dan lower class), pengelompokan-pengelompokan 
sosial (baik secara vertikal maupun secara horizontal), dan 
sebagainya. Dalam struktur masyarakat yang pluralis ini, 
kejahatan terjadi akibat proses interaksi dalam masyarakat. Jadi 
lahirnya kejahatan adalah melalui proses interaksi, atau dengan 
kata lain dapat dikatakan bahwa menurut teori ini kejahatan lahir 
sebagai akibat dari proses interaksi yang terjadi di antara 
sesama warga masyarakat dalam sebuah masyarakat yang 
pluralis. Yang dimaksudkan dengan interaksionis, munculnya 
proses pemberian stigma atau cap atau label kepada pelaku 
kejahatan juga melalui proses interaksi. Walaupun masyarakat 
itu pluralis, hukum masih bisa dimanfaatkan untuk mengatasi 
kejahatan, mereka masih bisa bersepakat untuk 
mempergunakan hukum guna megatasi kejahatan. Apabila 
terjadi konflik, masyarakat masih bisa bersepakat untuk 
menyeleseikannya dengan mempergunakan hukum.” 
c. Teori Konflik - Radikal Kritis  
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Dalam masyarakat yang pluralis terbentuk “pelapisan-pelapisan 
sosial yang meliputi klasifikasi sosial dan stratifikasi sosial, 
struktur masyarakat yang demikian ini membuka peluang bagi 
timbulnya perbedaan pendapat di antara mereka. Dalam kondisi 
perbedaan yang tajam, konflik bisa terjadi antara kelompok 
masyarakat yang satu dengan yang lain, konflik bisa pula terjadi 
diantara warga masyarakat yang kaya dengan warga 
masyarakat yang miskin. Dikatakan Radikal kritis karena teori ini 
berbau Marxisme, dimana teori ini menonjolkan kesenjangan 
ekonomi, kesenjangan sosial dalam struktur masyarakat.” 
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Residivis 
“Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal dari bahasa Perancis yaitu Re dan 
Cado. Re berarti lagi dan Cado berarti jauh, sehingga secara umum dapat diartikan 
sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa 
dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukumanya.33 Juga apabila “seseorang 
melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa detik yang berdiri sendiri yang 
atas satu atau lebih perbuatan telah di jatuhi hukuman oleh hakim”.34” 
“Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, apabila seseorang telah 
dijatuhi hukuman perihal terhadap suatu kejahatan dan kemudian setelah menjalani 
hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, maka kini apa yang disebut residivis.35” 
“Pengulangan atau residive secara umum ialah apabila seseorang melakukan sesuatu 
tindak pidana dan untuk di jatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu 
tertentu:” 
a) Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, atau  
b) Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban 
menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan 
tindak pidana lagi. 
Dari pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik syarat-syarat yang harus dipenuhi 
yaitu:  
                                                             
33 Residivis Among Juvenille Offenders: An Analysis Of Timed to Reappearence in court? Australian Institute of 
Criminologi, lm.l 8. 
34 Satochid Kartanegara, Hukum Pidanaa. Kumpulan Kuliah Bagian Dua: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 233. 
35 Masry Fashadhim, Tinjauan Kriminologis Terhadap anak sebagai Residivis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 
hlm. 30. 
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a) Pelakunya sama. 
b) Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi 
pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap).  
c) Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. 
Ada beberapa jenis residivis apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana 
untuk pengulangan (residivisme), dapat di bedakan antara:36 
a) Ketentuan umum mengenai pengulangan, biasanya ditempatkan di dalam 
ketentuan umum (di dalam KUHP tidak teratur), 
b) Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya dia suatu bab atau 
beberapa Pasal akhirnya dari suatu buku (di KUHP pda buku ke II) ata di suatu 
bab tindak pidana, 
c) Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk 
Pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa Pasal yang mendahuluinya (di 
KUHP pada buku ke III). 
Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat 
diperbedakan antara: 
a) Pengulangan (residivis) umum, “yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak 
pidana yang terdahulu yang telah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan 
tindak pidana yang di ulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan 
pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah menjalaninya. Setelah itu pada tahun 
1977 ia melakukan pencurian. Hal ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal 
ini melakukan pengulangan tindak pidana.” 
b) Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau 
sejenis, misalnya:  
a. Kejahatan terhadap keamanan negara:makar untuk membunuh presiden, 
penggulingan pemerintah, pemberontak dan lain sebagainya;  
b. Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan 
kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;  
c. Kejahatan terhadap kehormatan: penghianatan, penistaan dan lain 
sebagainya;  
d. Kejahatan terhadap kesusilaan: pemerkosaan, perzinahan dan lain 
sebagainya;  
                                                             
36 E. Y . Kanten dari S. R . Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidanaa di Indonesia Dan Pemerapaannya, Staria 
Grafika; Jakatra, hlm. 410. 
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e. Kejahatan tehadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, 
penipuan dan lain sebagainya; 































HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
“Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak tingkat pertama kelas I yang terletak di Kota Blitar, Jawa Timur. Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar berlokasi di Jalan Bali Nomor 76 Kelurahan 
Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.” 
“Secara administratif Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
membawahi Wilayah Jawa Timur yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. 
Sebagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar merupakan badan yang 
berwenang dalam pembinaan terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara, Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM 
yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM yang dipilih oleh dan bertanggung jawab 
kepada Presiden. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar merupakan Unit 
Pelayanan Teknis Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan 
HAM Jawa Timur.” 
a) Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
“Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 
dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Setelah disahkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
tempat pelaksanaan pembinaan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum 
(ABH) dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada Pasal 85 dan 
104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak mengamanatkan pada Tahun 2018 seluruh Lembaga 
Pemasyarakatan Anak yang ada di Indonesia sudah harus berubah 
menjadi LPKA.” 
b) Sejarah Lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
“Dulu merupakan pabrik minyak "INSULIDE" kolonial Belanda, 
kemudian digunakan menampung dan mendidik anak-anak yang 
melanggar hukum, dikenal sebagai Rumah Pendidikan Negara (RPN), 
penghuninya disebut Anak Raja. Tahun 1948 RPN dibumi hanguskan 
Belanda (Agresi Militer Belanda II). Kemudian Tahun 1958 dibangun 
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kembali oleh Pemerintah Indonesia, pada tanggal 12 Januari 1962 RPN 
diresmikan Menteri Kehakiman Prof. Dr. SAHARDJO, S.H., pada tanggal 
27 April 1964 lahirnya Sistem Pemasyarakatan, pada tanggal 26 Pebruari 
1985 berubah nama menjadi LAPAS ANAK BLITAR, pada tanggal 05 
Agustus 2015 berubah menjadi LPKA Kelas I Blitar sampai dengan 
sekarang.” 
c) Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai suatu 
Lembaga Negara dalam bidang pembinaan terhadap anak yang dijatuhi 
pidana penjara, tentunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga 
memiliki visi dan misi. Diantaranya visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
adalah sebagai berikut : 
1. Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan 
penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Individu, 
anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
(Membangun Manusia Mandiri) dan mengembangkan Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak yang ramah, bebas dari Pemerasan, 
Kekerasan dan Penindasan. 
Selain itu,adapun misi yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak adalah sebagai berikut : 
1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan, pembinaan dan 
bimbingan anak didik pemasyarakatan. 
2. Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani 
permasalahan tentang anak. 
3. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah 
dengan hukum. 
4. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun. 
d) Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
“Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar memiliki 
struktur organisasi yang mengacu pada Pasal 27 Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak, dimana di Kepalai Oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
Kelas I Blitar, kemudian terdapat 5 (lima) Kepala Seksi, yakni 
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diantaranya Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Registrasi dan 
Klasifikasi, Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Seksi Perawatan, Kepala  
Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin. Adapun  Bagan Struktur 
Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar adalah 
sebagai berikut :”37 
Bagan 3.1 
Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
Sumber : Data Primer, diolah 2021 
3.2 Realitas Kasus 
“Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang 
sangat sulit untuk dihilangkan, selain itu permasalahan penyalahgunaan narkotika juga 
merupakan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes. Dalam perkembanganya 
kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat di 
Indonesia.” 
“Dalam berbagai kasus penyalahgunaan narkotika khususnya di Jawa Timur, 
sering dijumpai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Seperti 
yang kita ketahui bahwa dalam peredaran narkotika saat ini tidak hanya melibatkan 
orang dewasa saja, namun anak-anak juga menjadi sasaran dari peredaran narkotika, 
dikarenakan emosi anak yang masih belum stabil dan selalu ada perasaan ingin 
mencoba hal-hal baru. Pada dasarnya anak sedang mencari jati diri sebelum 
menginjak usia dewasa dan kurangnya pengawasan baik orang tua maupun 
                                                             
37 Hasil Wawancara dengan Andik Ariawan, Amd. IP., S.H. / Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak Kelas I Blitar pada 8 Maret 2021.. 
 52 
lingkungan yang kurang peduli terhadap orang sekitarnya. Ditambah dengan 
kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat salah satunya media internet untuk 
mengakses segala hal termasuk narkotika. Tentunya media memiliki dampak positif 
juga berdampak negatif bagi masyarakat. Sisi positifnya yaitu kemudahan dalam 
media komunikasi, kemudahan untuk mencari informasi dan memudahkan 
bertransaksi dan bisnis dalam perdagangan. Apabila internet tidak dipergunakan 
dengan bijak maka akan berdampak buruk bagi masyarakat antara lain pornografi, 
media penipuan dan sarana untuk memperdagangkan barang terlarang seperti 
narkoba, untuk itulah kita sebagai masyarakat haruslah menggunakan media internet 
dengan bijak. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi penggunaan internet 
sebagaimana internet memiliki dampak positif dan negatif bagaikan pisau bermata 
dua.” 
“Upaya - upaya telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya 
represif, namun permasalahan penyalahgunaan narkotika ini tidak juga hilang dari 
negara kita khususnya di Jawa Timur, walaupun pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum 
menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram tersebut. Hal ini 
terjadi karena banyaknya orang membutuhkan dan tergiur oleh keuntungan yang 
dapat diperoleh dari hasil penjualan barang haram tersebut sangat menjanjikan. 
Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang pesat seiring dengan perkembangan 
zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang menggunakan narkotika mulai 
dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak yang seharusnya menjadi generasi 
emas penerus bangsa. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya 
terjadi di kota besar saja, melainkan di desa juga terdapat kasus penyalahgunaan 
narkotika, hal ini dapat pula merusak tatanan kehidupan generasi penerus bangsa.” 
Berikut adalah data Bulan Januari Tahun 2016 sampai Bulan Maret Tahun 2021 
jumlah anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
yang merupakan satu-satunya Unit Pelayanan Teknis Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak di Jawa Timur.38 
Tabel 3.1 
Data Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Tahun 2016-2021 
Sumber : Data Primer, diolah 2021 
                                                             
38 Hasil Wawancara dengan Andik Ariawan, Amd. IP., S.H. / Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus 





 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Jan 116 142 180 201 146 77 
Feb 108 177 189 205 107 81 
Mar 116 176 189 201 123 82 
Apr 111 176 190 187 36  - 
Mei 105 179 219 188 30  - 
Jun 112 186 204 180 46  - 
Jul 122 180 205 162 54  - 
Agu 113 178 180 155 52  - 
Sep 119 192 209 158 49  - 
Okt 121 211 205 155 52  - 
Nov 126 212 209 163 65  - 
Des 132 194 186 143 66  - 
 
Terhitung mulai Bulan Januari Tahun 2016 sampai Bulan Maret Tahun 2020 
jumlah anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
masih diangka ratusan, namun memasuki Bulan April Tahun 2020 mengalami 
penurunan diangka puluhan. Hal ini disebabkan karena penetapan wabah virus covid-
19 oleh pemerintah Indonesia, sampai saat ini yaitu Bulan Maret 2021 jumlah anak 
didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar masih 
diangka puluhan.  
Dari seluruh data anak didik pemasyarakatan  di Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Kelas I Blitar Bulan Januari Tahun 2016 sampai Bulan Maret Tahun 2021, 
terdapat tindak pidana yang setiap tahunnya selalu ada yaitu tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika, berikut adalah data anak didik pemasyarakatan tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. 
Tabel 3.2  
Data Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tahun 
2016-2021 
Sumber : Data Primer, diolah 2021 
Tahun 










Berdasarkan data jumlah anak didik pemasyarakatan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar Tahun 
2016 sampai Tahun 2021, selalu meningkat sampai tahun 2020. Namun di Tahun 2021 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih mendominasi Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak Kelas I Blitar, bahkan jika dirata-rata mulai Tahun 2016 sampai 2021, 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika menduduki posisi tindak pidana terbanyak 
kedua setelah tindak pidana Perlindungan Anak. Namun yang menarik, terdapat anak 
residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini menduduki posisi 
residivis tindak pidana terbanyak pertama, berikut data jumlah anak residivis. 
  
Tabel 3.3 
Data Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Residivis Narkotika Tahun 2016-2021 
Sumber : Data Primer, diolah 2021 
 









Berdasarkan data jumlah anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar Tahun 
2016 sampai Tahun 2021, selalu meningkat sampai tahun 2020. Mulai Tahun 2017  
tiap tahun ke tahun selalu ada anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika, saat ini (Tahun 2021) terdapat 2 (dua) residivis tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika yang masih menjalani masa pidana penjaranya. Dua 
anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar residivis 
penyalahgunaan narkotika diantaranya MFN (nama inisial) dan IM (nama inisial), 
berikut adalah datanya :39 
Tabel 3.4 
Data Anak Didik Pemasyarakatan Residivis Narkotika Tahun 2021 
Sumber : Data Primer, diolah 2021 
 
Nama /  
Indikator 
MFN ( Nama Inisial) IM (Nama Inisial 
Usia Berusia 15 Tahun Berusia 18 Tahun 
Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki 
Asal Berasal dari Ambon Berasal dari Surabaya 
Domisili Berdomisili di Surabaya Berdomisili di Surabaya 
Pendidikan Terakhir Sekolah Menegah Pertama 
(SMP) yang kemudian 
dilanjutkan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak 
Kelas I Blitar 
Sekolah Menegah Pertama 
(SMP) yang kemudian 
dilanjutkan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak 
Kelas I Blitar 
Tindak Pidana Pertama dan 
Lama Pidana 
Tindak pidana pertama 
dilakukan pada tahun 2019, 
MFN terjerat Pasal 114 
Undang- Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang 
Tindak pidana pertama 
dilakukan pada tahun 2019, 
IM terjerat Pasal 112 ayat (1) 
Undang- Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang 
                                                             
39 Hasil Wawancara dengan Arif Dwi Rusdian, S.H., M.H. / Kepala Sub Seksi Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Kelas I Blitar pada 8 Maret 2021. 
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Narkotika dan divonis pidana 
penjara 1 (satu) Tahun oleh 
Pengadilan Negeri Surabaya. 
Narkotika dan divonis pidana 
penjara 1 (satu) Tahun oleh 
Pengadilan Negeri Surabaya. 
Tindak Pidana Kedua dan 
Lama Pidana 
MFN mengulangi tindak 
pidananya kembali pada 
tahun 2020, karena 
perbuatannya MFN terjerat 
Pasal 114 Undang- Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dan 
divonis pidana penjara 1 
(satu) Tahun 6 (enam) Bulan 
oleh Pengadilan Negeri 
Surabaya 
IM mengulangi tindak 
pidananya kembali pada 
tahun 2020, karena 
perbuatannya IM terjerat 
Pasal 114 Undang- Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dan 
divonis pidana penjara 3 
(tiga) Tahun oleh Pengadilan 
Negeri Surabaya. 
Kondisi Keluarga Broken home Broken home 




Kondisi Ekonomi Menengah kebawah Menengah kebawah 
 
Kedua anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika ini melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di daerah yang sama 
yaitu Surabaya. Dilihat dari usia yaitu 15 Tahun dan 18 Tahun merupakan usia yang 
belia dan masih labil dalam melakukan suatu hal, kemudian pendidikan yang kurang 
menjadikan MFN dan IM melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika. Kondisi keluarga MFN dan IM yang broken home, ayah MFN dan ibunya 
bercerai membuat ia tinggal bersama kakak laki-lakinya, ayah IM meninggalkan dirinya 
dan ibunya merantau membuat ia tinggal sendirian. Dengan kondisi seperti ini MFN 
dan IM mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, sehingga membuat ia harus mencari 
uang untuk hidup karena MFN dan IM tinggal di lingkungan yang mayoritas pengguna 
narkotika, ia mencari uang dengan dengan cara yang salah yaitu menjual narkotika 
jenis sabu-sabu yang dalam hal ini dilarang oleh Undang-Undang. Karena 
perbuatannya yaitu penyalahgunaan narkotika MFN dan IM terjerat Undang- Undang 
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Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membuat dirinya dijatuhi pidana 
penjara.40 
Hal ini menunjukan bahwasannya perlu perhatian khusus terhadap anak 
residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena melihat anak merupakan 
aset Negara serta generasi yang akan menentukan bagaimana Negara kedepannya.  
Berdasar pada realitas kasus yang ada maka dapat diuraikan faktor penyebab anak 
melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta kendala 
Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam melakukan pembinaan 
terhadap anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika. 
3.3 Faktor Penyebab Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika 
Hasil wawancara penulis terhadap Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
Kelas I Blitar yaitu Kepala Seksi Pembinaan (Andik Ariawan, Amd. IP., S.H.) dan Kepala 
Sub Seksi Klasifikasi (Arif Dwi Rusdian, S.H., M.H.) serta 2 (dua) anak didik 
pemasyarakatan residivis narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
MFN dan IM (nama inisial) yaitu : 
1. Kepala Seksi Pembinaan (Andik Ariawan, Amd. IP., S.H.) menyatakan 
bahwasannya faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan 
pengulangan tindak pidana adalah faktor keluarga, faktor lingkungan dan 
faktor ekonomi. Keluarga menjadi faktor dasar untuk merubah anak menjadi 
sadar, insyaf, dan kearah yang lebih baik, yang terjadi pada anak MFN dan 
IM adalah keluarganya tidak support untuk merubah anak menjadi sadar, 
insyaf, dan kearah yang lebih baik. Serta anak masih kembali ke lingkungan 
awal sebelum ia melakukan tindak pidana, dalam hal ini lingkungan 
pengguna dan pengedar narkotika. Selain itu salah satu faktor yang 
membuat anak melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika adalah faktor ekonomi, anak MFN dan IM merasa mengalami 
kesulitan ekonomi dan tertanam pemikiran “mencari uang dengan cara yang 
halal sulit” membuat anak kembali melakukan kegiatan terlarang yaitu 
                                                             
40 Hasil Wawancara dengan Arif Dwi Rusdian, S.H., M.H. / Kepala Sub Seksi Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Kelas I Blitar pada 8 Maret 2021. 
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menjual narkotika. Hal inilah menimbulkan anak melakukan pengulangan 
tindak pidana.41 
2. Kepala Sub Seksi Klasifikasi (Arif Dwi Rusdian, S.H., M.H.) menambahkan 
pernyataan dari Kepala Seksi Pembinaan (Andik Ariawan, Amd. IP., S.H.) 
terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan pengulangan 
tindak pidana yaitu faktor usia, faktor pandangan yang salah, faktor kurang 
religiusnya anak. Usia anak yang masih belia masih belum bisa memikirkan 
baik buruk sesuatu hal untuk kedepannya dengan matang dan cenderung 
labil, juga anak memiliki pandangan yang salah dalam mencari jati dirinya, 
dimana anak merasa bangga dengan perbuatan yang dilakukan hal ini 
dipengaruhi faktor lingkungan juga. Kurang religiusnya anak terhadap 
agama yang membuat ia melakukan pengulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika.42 
3. MFN menjelaskan bahwasannya ia melakukan pengulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika karena ada rasa frustasi dengan keadaannya. 
Setelah ia selesai menjalani masa pidananya dan dinyatakan bebas, MFN 
kembali ke lingkungan sebelumnya yang mana lingkungan tersebut adalah 
lingkungan pengguna narkotika dengan kondisi Bapak berada di Lambaga 
Pemasyarakatan karena kasus pengalahgunaan narkotika, Ibu berada di 
Jakarta menjadi pemandu lagu (LC), kakak laki-lakinya tidak bekerja yang 
juga pengguna narkotika. MFN tinggal bersama kakak laki-lakinya yang 
dalam hal ini mengalami kesulitan ekonomi, maka dengan pengalaman yang 
ia miliki dalam hal ini seluk beluk narkotika, MFN dan kakak laki-lakinya 
kembali lagi menjual narkotika jenis sabu-sabu. MFN mengetahui 
bahwasannya perbuatan yang dilakukan dapat membuat ia kembali lagi ke 
dalam penjara, namun ia tetap melakukannya karena keadaan, dan juga 
MFN mengetahui usianya termasuk anak jika dipidana akan lebih ringan 
dibanding pidana dewasa.43 
4. IM menjelaskan bahwasannya ia melakukan pengulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika karena kondisi keadaannya dan bingung harus 
bagaimana. Setelah ia selesai menjalani masa pidananya dan dinyatakan 
                                                             
41 Hasil Wawancara dengan Andik Ariawan, Amd. IP., S.H. / Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Kelas I Blitar pada 8 Maret 2021. 
42 Hasil Wawancara dengan Arif Dwi Rusdian, S.H., M.H. / Kepala Sub Seksi Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Kelas I Blitar pada 8 Maret 2021. 
43 Hasil Wawancara dengan MFN / Anak Didik Pemasyarakat Residivis Narkotika pada 8 Maret 2021. 
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bebas, IM kembali ke lingkungan sebelumnya yang mana lingkungan 
tersebut adalah lingkungan pengguna narkotika dengan kondisi bapak telah 
meninggalkan dirinya dan ibu merantau ke Jakarta. IM tinggal sendirian di 
kost yang dahulu ia tempati, karena ia tidak memiliki softskill untuk bekerja 
yang baik dan hanya mengerti seluk beluk narkotika, IM kembali menjual 
narkotika jenis sabu-sabu untuk mendapatkan uang. IM mengetahui 
bahwasannya perbuatan yang dilakukan dapat membuat ia kembali lagi ke 
dalam penjara, namun ia tetap melakukannya karena keadaan terpaksa, dan 
juga MFN mengetahui usianya termasuk anak jika dipidana akan lebih ringan 
dibanding pidana dewasa.44 
Selanjutnya Penulis menyimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi anak 
melakukan pengulangan tindak pidana ialah : 
5. Faktor Internal, meliputi : 
a. Faktor Usia 
Dalam istilah pergaulan sosial, “pada dasarnya usia belia belum mampu 
menerima pengaruh buruk dari luar. Hal ini dapat menjadi faktor penyebab 
pribadi anak untuk melakukan suatu penyimpangan perilaku atau tindakan 
delikuensi, serta dalam usia belia condong lebih mudah terpengaruh oleh 
lingkungan sekitar yang bersifat negatif, yang antara lain mencoba hal-hal 
baru guna mencari jati diri, pengalaman dan menunjukan eksistensinya 
kepada teman temanya. Selain itu mental anak yang belum siap untuk 
mempertimbangkan (baik dan buruk) hal-hal baru yang ia terima dari 
lingkungan sekitar.” 
b. Faktor Pandangan yang Salah 
Usia remaja atau anak adalah “masa untuk mencari jati diri melalui 
pengalaman hiudp, namun jika tidak ada kontrol dan arahan dari orang 
tua sehingga anak dapat memiliki pandangan yang salah dan terjerumus 
ke dalam hal-hal negatif dalam mencari jati diri dan pengalaman, semisal 
berpandangan bahwa mengkonsumsi narkotika merupakan hal yang keren 
dan dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri kepada teman-teman 
sepergaulanya. Hal ini biasanya diperoleh anak dalam melihat tayangan 
televisi, film atau dunia maya.” 
                                                             
44 Hasil Wawancara dengan IM / Anak Didik Pemasyarakat Residivis Narkotika pada 8 Maret 2021. 
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c. Faktor Kurangnya Religius dalam Diri Anak 
Apabila anak “hidup dan berkembang di lingkungan atau keluarga yang 
tidak taat kepada agama apalagi tidak pernah diajarkan taat kepada Tuhan 
YME maka anak cenderung dapat mudah untuk terpengaruh hal-hal 
negatif. Hal ini dikarenakan dalam pribadi anak tidak ada panutan nilai-
nilai dan norma –norma yang baik dalam berbuat serta tidak ada rasa takut 
(dosa) kepada Tuhan. Namun apabila anak taat dengan agama dan dekat 
dengan tuhan maka anak akan memiliki kepercayaan kepada nilai-nilai 
moral dan normanorma yang ada, hal tersebut tentunya akan mengurangi 
hasrat untukmelanggar dan timbulnya rasa takut akan berbuat dosa dan 
takut melanggar norma-norma yang difirmankan oleh Tuhan YME. Jika 
dikaitkan, faktor ini sesuai dengan unsur belief dari teori kontrol sosial yang 
dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Belief merupakan unsur 
yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik 
dalam masyarakat. Salah satunya adalah norma-norma yang terdapat 
dalam agama, maka ketidaktaatan seseorang akan agama atau kurangnya 
sifat religius juga dapat menjadi pemicu perilaku delikuen pada seseorang. ” 
d. Faktor Pemahaman Yang Salah Terhadap Hukum 
Anak mengetahui bahwasannya pengaturan terkait pemidanaan terhadap 
dirinya lebih ringan yaitu 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman 
pidana penjara bagi orang dewasa, ditambah lagi doktrin dari lingkungan 
jahat yang anak tempati, menambah rasa berani melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. 
6. Faktor Eksternal, meliputi : 
a. Faktor Keluarga  
Keluarga adalah “faktor utama anak dalam membentuk sifat, kebiasaan dan 
jati diri anak, ketidak harmonisan antara anak dan orang tua dapat menjadi 
penyebab perilaku delikuensi anak, hal ini dikarenakan tidak adanya 
keterikatan batin antara anak dan orang tua sehingga terjadi kesenjangan 
antara kehendak orang tua dan kehendak anak kemudian anak dapat 
melakukan perilaku delikuensi yang ditimbulkan karena tidak ada kepekaan 
terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Oleh karena itu peran 
keluarga sangat penting dalam membina anak sebagai pribadi yang baik 
sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang mempengaruhi 
pribadi anak. Apabila anak tidak dibina dengan baik maka tidak heran jika 
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anak akan melakukan hal-hal buruk, dikarenakan tidak ada peran keluarga 
untuk mengawasi dan membatasi pribadi anak dalam berbuat dan untuk 
menentukan itu baik atau buruk. Faktor ini sesuai dengan unsur 
attachment dari teori kontrol sosial yang di kemukakan oleh Travis Hirschi 
pada tahun 1969. Attachment diartikan sebagai suatu keterikatan 
seseorang kepada orang lain, baik orang tua, guru atau teman sebaya yang 
dapat menghambat terjadinya suatu kejahatan atau perilaku 
penyimpangan. Dikarenakan adanya suatu keterikatan akan membuat 
seseorang memiliki perasaan, kepekaan dan mengerti akan kehendak 
terhadap orang lain.” 
b. Faktor Ekonomi 
Ekonomi merupakan “salah satu faktor anak mengulangi tindak pidananya, 
dengan kondisi ekonomi yang buruk anak dapat melakukan berbagai cara 
yang tidak halal untuk mendapatkan uang yaitu dengan menjual narkotika 
dengan berbagai jenis, salah satunya jenis sabu-sabu.” 
c. Faktor Lingkungan 
Lingkungan “yang buruk akan secara langsung memberikan dampak bagi 
pribadi anak dalam berperilaku dan berbuat. Secara mental anak belum 
benar-benar matang untuk menerima pengaruh negatif, dalam artian anak 
akan menirukan apa yang dilihat dan dialaminya dari lingkungan sekitar, 
karena beranggapan bahwa hal itu lumrah untuk dilakukan. Untuk itulah 
lingkungan sangat berpengaruh besar dalam menentukan pribadi anak, 
lingkungan yang baik akan menciptakan pribadi anak yang baik pula. Jika 
dikaitkan dengan teori differential association yang dikemukakan oleh 
Edwin Shuterland maka faktor ini sesuai. Teori ini menjelaskan tentang 
penyebab terjadinya suatu perilaku delikuensi, teori ini beranggapan 
bahwa kejahatan terjadi dikarenakan proses belajar dalam artian 
seseorang berinteraksi sosial kepada orang lain secara tidak langsung akan 
memahami, menirukan dan melebur dalam interaksi yang intim. ” 
“Faktor-faktor tersebutlah yang melatarbelakangi anak melakukan pengulangan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penulis mengaitkan dengan teori-teori 
kriminologi yang dikemukakan oleh Ruth Shonle Cavan terkait dengan metode 
pendekatan kriminologi serta teori kausa kejaatan sebagai berikut.” 
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Metode pendekatan kriminologi yang digunakan penulis dalam mempelajari 
kausa pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak  
yaitu : 
1. Pendekatan Sosiologis 
“Penulis menekankan analisis penelitian pada statistik sebagai data 
utama dengan menghubungkan wilayah-wilayah terjadinya kejahatan yang 
dikaitkan dengan unsur-unsur sosial lainnya. Unsur-unsur sosial yang 
dimaksud adalah keadaan perekonomian dan industri, perundang-
undangan dengan faktor usia.” 
Melihat locus delicti dan domisili kedua anak didik pemasyarakatan 
residivis narkotika MFN dan IM yaitu di Surabaya. Surabaya merupakan kota 
metropolitan yang memiliki populasi manusia yang banyak, serta tingkat 
kejahatan di Surabaya yang tinggi dan beragam, hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang tindak pidananya 
beragam, diantaranya yaitu tindak pidana peyalahgunaan narkotika baik 
yang dilakukan orang dewasa maupun anak.  
Melihat kondisi sosial di Surabaya yang memiliki populasi manusia yang 
banyak, tak semua orang dapat mendapatkan kehidupan yang layak. Bagi 
mereka yang tidak memiliki soft skill yang baik dan kurangnya pendidikan, 
maka untuk bertahan hidup mereka melakukan kejahatan, salah satunya 
yaitu tindak pidana peyalahgunaan narkotika. 
Dalam mempelajari juvenile delinquency berfokus pada kegagalan 
rumah tangga dan masyarakat, serta Gabriel Tarde menjelaskan meniru 
adalah unsur pokok perilaku manusia, demikian pula perilaku penjahat juga 
akibat dari menirukan dari individu lain. Hal ini dialami oleh anak didik 
pemasyarakatan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar (MFN dan IM), karena 
pendidikan yang kurang serta ia tidak memiliki soft skill yang baik, maka ia 
meniru kegiatan lingkungan disekitarnya yaitu penyalahgunaan narkotika. 
2. Pendekatan Psikhologis 
“Penulis menggunakan pendekatan psikhologis yang dikemukakan 
Goddard yaitu menyimpulkan bahwa unsur keturunan sebagai faktor yang 
menentukan kehidupan dan perilaku manusia. Goddard membagi penjahat 
menjadi 2 (dua) golongan. Pertama adalah mereka yang melakukan 
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kejahatan sebagai akibat dari beberapa gangguan jiwa, dan oleh karenanya 
tidak mampu dipertanggungjawabkan. Kedua adalah mereka yang 
melakukan kejahatan karena kesengajaan atau kelalaiannya sehingga 
dapat ditertanggungjawabkan. Penyebab utama perilaku jahat adalah 
terletak pada kemampuan mental yang rendah, bahkan mencapai suatu 
limit yang disebut feeble minded. Setiap feeble minded adalah penjahat 
potensial. Terutama feeble minded yang mempunyai temperament 
impulsive hampir pasti terlibat kejahatan.” 
Melihat anak didik pemasyarakatan residivis narkotika MFN lahir dari 
keluarga pengguna narkotika yang dalam hal ini mengetahui seluk beluk 
narkotika, serta perceraian ayah dan ibunya membuat tidak harmonisnya 
keluarga MFN, yang mengharuskan ia tinggal bersama kakak laki-lakinya. 
Sedangkan anak didik pemasyarakatan residivis narkotika IM juga lahir dari 
keluarga pengguna yang mengetahui seluk beluk narkotika, serta sejak 
ayahnya meninggalkan IM sampai saat ini tidak tau keberadaannya dan 
sang ibu meninggalkan ia untuk mencari nafkah di Jakarta membuat tidak 
harmonisnya keluarga IM, yang mengharuskan ia tinggal sendirian di kost. 
Kedua anak didik pemasyarakatan residivis narkotika MFN dan IM tinggal 
mandiri di lingkungan yang disekitarnya berhubungan dengan narkotika, 
yang dalam pendekatan psikhologis hal ini menguatkan mental dalam 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
3. Pendekatan Tipologic 
Melihat tipe-tipe kejahatan yang dilakukan oleh anak MFN dan IM yaitu : 
a. The professional criminal, “mereka mempelajari teknik khusus agar 
memperoleh ketrampilan khusus untuk melakukan kejahatan. 
Mereka berusaha memperoleh patner khusus seprofesi dalam 
melakukan aksinya. Juga mempelajari tentang cara menghindar dari 
jerat hukum dan melakukan kejahatan adalah petualangannya. Tidak 
menyesali atas tindakannya. Kejahatannya direncanakan dengan 
matang tentang memilih sasaran, cara pelariannya, cara menyimpan 
hasilnya, bagaimana menentukan kepastian waktu operasinya serta 
dimana menentukan pilihan kota yang dijadikan markasnya. Memiliki 
simpati kepada sesama profesi, saling membantu.” 
Dalam hal ini penulis menjelaskan MFN dan IM masuk dalam tipe 
kejahatan The Profesional Crime karena, sebelum MFN dan IM 
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melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mereka 
mempelajari seluk beluk narkotika mulai dari jenis narkotikanya, cara 
mendapatkannya, kemudian pasarnya ditujukan ke siapa, bahkan 
peraturan terkait perbuatannya sudah mereka pelajari seperti 
ancaman pidana jika ia menyalahgunakan narkotika yang ada dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian 
mereka melihat hal yang meringankannya karena ia masih dalam 
kategori anak yang mana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana anak 1/3 
dari orang dewasa, sehingga dapat disimpulkan mereka melakukan 
tindak pidananya dengan profesional.  
b. Organized crime, “kegiatan yang dilakukan oleh professional crime 
yang berhasil menyusun organisasinya secara sistematis yang 
berbentuk kerjasama antara beberapa orang atau beberapa 
kelompok untuk pelaksanaan dan kesuksesan operasinya. Dalam 
rencana kerja sudah mencanumkan juga biaya operasional yang 
harus dikeluarkan.” 
Dalam hal ini penulis menjelaskan MFN dan IM masuk dalam tipe 
kejahatan Organized Crime karena, tindak pidana yang dilakukan 
MFN dan IM adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang 
merupakan tindak pidana yang tersusun secara sistematis dan 
terencana dalam dalam melangsungkan kejahatannya. 
Selain metode pendekatan kriminologi terdapat juga teori-teori kausa 
kejahatan yang dat menjadikan dasar untuk mengetahui faktor-faktor anak melakukan 
pengulangan tindak pidana, yaitu : 
1. Teori Anomie 
Emile Durkhiem menjelaskan, “faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 
kejahatan adalah dikarenakan ketidakpatuhan masyarakat pada norma. 
Norma ada, tetapi tidak dipatuhi oleh masyarakat, sehingga norma-norma 
itu menjadi tidak berfungsi. Dalam hal ini Anak MFN dan IM mengetahui 
bahwasannya ada peraturan yang mengatur terkait penyalahgunaan 
narkotika serta pidana anak. Karena ketidakpatuhan terhadap 
norma/peraturan tersebut, penyalahgunaan narkotika dilakukanlah.” 
2. Teori Kelompok  
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Dalam “teori kelompok diartikan bahwasannya kelompok dimana seseorang 
menjadi bagiannya dapat menjadi faktor penyebab kejahatan. Anak yang 
dibesarkan dalam lingkungan suatu keluarga yang broken home, 
cenderung menjadi frustasi dan tidak jarang melakukan kejahatan, 
demikian pula halnya dengan anak-anak yang lingkungan pergaulannya 
jelek, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk melakukan kejahatan 
karena terpengaruh pergaulannya itu. Anak MFN dan IM termasuk dalam 
kelompok yang frustasi karena keluarga yang broken home serta 
lingkungan pergaulannya merupakan kelompok pengguna narkotika. ” 
3. Teori Ekologis  
Teori Ekologis merupakan “teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari 
aspek tertentu, yakni lingkungan sosial manusia. Menurut teori ini, ada 
empat faktor penyebab/pendorong terjadinya kejahatan, yakni : Kepadatan 
penduduk dalam suatu wilayah; Mobilitas penduduk; Urbanisasi; Adanya 
rumah - rumah kumuh. Anak MFN dan IM berdomisili di Kota Surabaya, 
yang merupakan kota metropolitan dengan kepadatan penduduk, mobilitas 
penduduk, urbanisasi, terdapat rumah-rumah kumuh yang cukup tinggi.” 
4. Teori Faktor Ekonomi  
G. Van Meyer dan W.A. Bonger memperkenalkan teori-teori tentang “faktor 
ekonomi sebagai penyebab seseorang melakukan kejahatan. Anak MFN 
dan IM mengalami kesulitan perekonomian mereka, karena kesulitan 
mendapat uang dengan cara yang halal, anak terpaksa menjual narkotika 
jenis sabu-sabu.” 
5. Teori Asosiasi Differensial  
Differential Association Theory “dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. 
Teori ini disebut juga Learning Theory yang artinya Teori "Pembelajaran 
Kejahatan”. Menurut teori ini, kejahatan adalah perilaku yang dipelajari 
secara aktif . Inilah yang membedakannya dengan Imitation Theory dimana 
dalam Imitation Theory kejahatan dipelajari secara pasif. Perilaku 
mempelajari kejahatan dalam teori ini meliputi : Tingkah laku kejahatan; 
Modus dilakukannya kejahatan; Untung rugi dilakukannya kejahatan; Cara 
meloloskan diri dari jeratan hukum. Anak MFN dan IM mempelajari 
kejahatan yang mereka lakukan secara aktif, karena mereka tinggal 
dilingkungan orang-orang penyalahguna narkotika Tingkah laku kejahatan; 
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Modus dilakukannya kejahatan; Untung rugi dilakukannya kejahatan; Cara 
meloloskan diri dari jeratan hukum mereka pelajari.” 
3.4   Kendala Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam 
Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Residivis 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
Terdapat dua kendala Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
yang dipaparkan oleh Kepala Seksi Pembinaan Bapak Andik Ariawan, Amd. IP., S.H. 
yaitu kendala kelembagaan dan kendala pembinaan terhadap anak didik 
pemasyarakatan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berikut merupakan 
penjelasan kendala Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar :45 
1. Kendala kelembagaan terletak pada tidak adanya lembaga yang secara 
intensif mendampingi pembinaan terhadap anak setelah dinyatakan bebas 
dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, anak kembali ke 
lingkungan sebelum melakukan tindak pidana, ditambah lagi keluarga yang 
tidak mensupport anak untuk menjadi baik serta benar-benar sadar akan 
perbuatan yang menyebabkan ia harus dijatuhi hukuman pidana penjara 
adalah salah dan tidak patut untuk diulangi kembali. Dalam hal ini pembinaan 
kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak anak agar 
menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab pada diri 
sendiri; serta pembinaan keterampilan yang dilaksanakan dengan maksud 
agar anak memiliki keterampilan oleh Petugas Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Kelas I Blitar menjadi sia-sia jika setelah anak bebas keluarga dan 
lingkungan tidak mensupport anak menjadi baik. 
2. Kendala Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terhadap 
pembinaan anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika adalah dari anak itu sendiri, meliputi :46 
a) Anak Cenderung Tertutup 
Anak residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika cenderung 
tertutup karena anak talah didoktrin oleh lingkungan yang kotor 
                                                             
45 Hasil Wawancara dengan Andik Ariawan, Amd. IP., S.H. / Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Kelas I Blitar pada 8 Maret 2021. 
46 Hasil Wawancara dengan Andik Ariawan, Amd. IP., S.H. / Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak Kelas I Blitar pada 8 Maret 2021. 
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sebelumnya untuk tidak menyebarluaskan atau menginformasikan hal-
hal terkait dirinya dan tindak pidananya. 
b) Emosi Anak Cenderung Tidak Stabil 
Anak residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika cenderung 
emosinya tidak stabil karena karena psikologi anak tertekan dari luar 
maupun dari dalam anak itu sendiri. 
c) Anak Cenderung Self Defense 
Anak residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika cenderung self 
defense atau berhati-hati dalam berbicara, hal ini dikarenakan anak 
sangat menjaga kerahasiaan kejahatan terorganisir narkotika tersebut 
d) Anak Cenderung Tidak Jujur 
Anak residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika cenderung tidak 
jujur karena anak telah menanamkan mindset ia jujur kepada orang-
orang tertentu dalam hal tindak pidanannya yaitu penyalahgunaan 
narkotika. 
Hal-hal tersebut dilakukan anak karena melihat tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir yang mana 
ketika terbongkar rantai dari kejahatan tersebut akan terbongkar serta 
terungkap dan hal itu akan menjadi malapetaka terhadap anak yang 
menginformasikannya.  
Namun, Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
menanggapi hal demikian terus berupaya agar anak dapat terbuka serta jujur, 
dalam artian kooperatif kepada petugas. Upaya yang dilakukan adalah 
melakukan tindakan persuasif seperti membangun kepercayaan diri anak serta 
memberi perhatian lebih terhadap anak residivis tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika. Dengan pendekatan psikologi yang dilakukan Petugas Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar diharapkan ketika anak sudah bebas ia 
akan mampu beradaptasi dan menjadi anak yang baik.47 
“Tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1) : “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib 
mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”. Dari ketentuan Pasal 5 ini keadilan 
restorative harus mengedepankan atau mengutamakan yaitu pembinaan terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satunya pada Pasal 5 ayat (2) huruf 
                                                             
47 Hasil Wawancara dengan Andik Ariawan, Amd. IP., S.H. / Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Kelas I Blitar pada 8 Maret 2021. 
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C : “Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses 
pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan”. Yang 
dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, 
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan 
keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam 
maupun di luar proses peradilan pidana. ” 
“Pembinaan Narapidana terhadap Residivis Anak di Bawah Umur berdasar pada 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Model Pembinaan berbasis pendidikan 
layak anak, sejalan dengan arti pendidikan sendiri yaitu pembinaan yang berusaha 
menciptakan anak didik pemasyarakatan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukaan dirinya, yang akan berdampak baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. 
Bentuk Pembinaan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu 
terdapat dalam Pasal 3 diantaranya yang berkaitan dengan : ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; 
kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi sehat dengan 
masyarakat; keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.” 
Terdapat jenis pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, 
terdiri dari : 
1. Pembinaan Kepribadian  
Pembinaan kepribadian dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar 
dalam hal ini “bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi narapidana 
anak tersebut sehingga kedepannya mereka lebih dapat terbuka akan segala 
perubahan kearah yang lebih baik.” Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan 
juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar 
dapat diterima kembali oleh masyarakat luas. Pembinaan kepribadian, meliputi: 
a. Fisik : Olahraga, pendidikan formal, rekreasi, kesenian, perpustakaan, 
pramuka, kesehatan. 
b. Sosial : Menerima kunjungan keluarga. 
c. Mental dan Spiritual : Agama, ceramah-ceramah, pesantren kilat. 
2. Pembinaan Kemandirian 
Pembinaan kemandirian merupakan “salah satu pendidikan yang diarahkan 
pada pemberian bekal bakat dan keterampilan bagi narapidana. Pembinaan 
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kemandirian ini dilakukan agar nantinya dapat kembali berperan sebagai 
anggota masyarakat yang mandiri, bebas dan bertanggung jawab. Pendidikan 




d. Membuat Keset 
e. Handycraft 
f. Perikanan  
 
Bagan 3.2 
Sistem Perlakuan Anak Didik Pemasyarakatan 










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta 
analisis diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan pengulangan tidak pidana 
penyalahgunaan narkotika adalah  Faktor Internal (Faktor Usia, Faktor 
Pandangan yang Salah, Faktor Kurangnya Religius dalam Diri Anak, Faktor 
Pemahaman Terhadap Hukum); Faktor Eksternal (Faktor Keluarga, Faktor 
Ekonomi, Faktor Lingkungan), faktor lain yaitu anak tersebut termasuk 
pengguna barang haram narkotika dan telah mengetahui seluk beluk barang 
haram narkotika. Pendekatan kriminologi yang digunakan penulis terhadap 
Anak Didik Pemasyarakatan MFN dan IM yaitu Pendekatan Sosiologis, 
Pendekatan Psikhologis, Pendekatan Tipologic. Teori kausa kejahatan yang 
digunakan penulis yaitu Teori Anomie, Teori Kelompok, Teori Ekologis, Teori 
Faktor Ekonomi, dan Teori Asosiasi Differensial. 
2. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam melakukan 
pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika telah memenuhi prosedural yang ada. Namun, 
kedala yang dihadapi adalah kendala kelembagaan dan dari anak itu sendiri 
seperti anak cenderung tertutup, emosi tidak stabil, self defense, tidak jujur. 
Terdapat upaya yang dilakukan adalah melakukan tindakan persuasif seperti 
membangun kepercayaan diri anak serta memberi perhatian lebih terhadap 
anak residivis tindak pidana penyalahgunaan narotika. 
3.2 Saran 
Aparat penegak hukum harus menanggapi dengan serius terhadap anak 
residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebab realita yang ada tidak seperti 
apa yang tertuang dalam Undang-Undang bahwasannya anak adalah korban, namun 
dalam hal ini anak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Serta melihat posisi 
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